





A. Latar Belakang Penelitian 
Visi dan misi dapat tercapai apabila suatu instansi disokong oleh 
beberapa indikator yang akan menentukan keberhasilannya dalam rangka 
meraih tujuan. Salah satu indikator dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan adalah adanya peran aktif dari pegawai negeri sipil sebagai 
salah satu kompenen sistem organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan 
nasional tersebut, pegawai negeri sipil sebagai unsur utama aparatur 
negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas 
pemerintahan dan pembangunan.  
Kelancaran penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangunan itu memerlukan suatu pembinaan terhadap aparatur negara. 
Oleh karena itu tidak dapat disangkal lagi bahwa faktor sumber daya 
manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan dalam suatu 
pemerintahan, sehingga peran sumber daya manusia sebagai salah satu 
unsur aparatur Negara yang tugasnya adalah melaksanakan tugas 
pemerintahan dan tugas pembangunan.  
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanakan pembangunan 




bersikap profesional, jujur, adil, dan merata.1 Maka dari itu, diperlukan 
pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus 
dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan.  
Pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, 
dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk 
penyempurnaan kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.  Dalam  
prakteknya  pengawasan  dalam  setiap  bidang  pekerjaan  atau kegiatan dituntut 
satu tata cara, metode, teknik pengawasan dengan efektif dan efisien. Upaya dalam 
mewujudkan hal itu, maka dapat menciptakan kondisi dan iklim kerja yang 
mendukung serta menciptakan pengawasan sebagai suatu proses yang wajar dalam 
suatu organisasi pemerintah, sehingga dengan melakukan pengawasan secara 
maksimal maka akan mendorong pelaksanaan tugas pegawai dan kinerja pegawai 
dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. 
Peningkatan kinerja pegawai dibutuhkan kemampuan dari 
pimpinan untuk memperhatikan kecakapan hubungan antar staf/pegawai 
dalam melaksanakan pengawasan yang mana merupakan seluruh segenap 
aktivitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, mengendalikan segenap 
kegiatan pegawai yang tentunya akan mengarah kepada pembinaan para 
pegawai, sehingga pegawai dapat pula memahami tugas, fungsi dan 
tanggung jawab masing-masing serta mematuhi aturan-aturan yang telah 
ditetapkan sebelumnya.  
                                                          
1 Dalam Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang 





Usaha dalam meningkatkan kinerja pegawai diperlukan 
pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan 
agar setiap rencana yang telah di tetapkan di kerjakan dengan baik oleh 
pegawai dalam mengemban tugasnya masing-masing. Kedekatan 
pimpinan terhadap pegawai pada dasarnya akan menjadi gambaran 
mengenai seberapa aktif mereka terlibat dengan bawahannya. Pimpinan 
yang sering berinteraksi dengan bawahan akan secara langsung 
memonitor, mengevaluasi, serta memberikan pengawasan secara ketat. 
Namun sebaliknya jika pimpinan tidak sering berinteraksi dengan 
bawahan tidak akan tahu bagaimana kondisi di lingkungan kerja dan dapat 
di katakan pengawasan tersebut longgar. 
Pengawasan merupakan hal yang sangat penting bagi pekerjaan 
baik di instansi pemerintah maupun swasta, jika pengawasan dilakukan 
secara efektif maka suatu pekerjaan pun akan berjalan dengan optimal 
sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sesuai penjelasan di atas bahwa 
dengan ditingkatkannya sistem pengawasan yang aktif akan berpengaruh 
tinggi terhadap peningkatan kinerja pegawai baik dalam menyelesaikan 
tugas ataupun dalam kedisiplinan kehadiran. 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat 
mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementrian Agama 
dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan 




Peratutan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata kerja instansi 
vertikal2. 
Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana di maksud dalam pasal 4, menyelenggarakan fungsi : 
1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang 
pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di 
provinsi; 
2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah; 
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan 
madrasah, pendidikan agama, dan keagamaan; 
4. Pembinaan kerukunan umat beragama; 
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan 
informasi; 
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan 
evaluasi program kerja; dan 
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan 
lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementrian di 
provinsi3. 
Pegawai di Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat dituntut untuk 
bersikap profesional terutama dalam mengemban tugas-tugas yang di 
pegang oleh masing-masing pegawai. Dari hasil observasi awal diperoleh 
data bahwa dalam melakukan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang 
                                                          
2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi 
dan Tata kerja instansi vertikal Kementrian Agama dalam Bab 1 Pasal 4 





diemban oleh masing-masing pegawai pada Bidang Pendidikan Madrasah 
di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat ditemukan 
beberapa fenomena yang menjadi masalah.  
1. Masih kurangnya pegawai yang berbasis pendidikan teknik informatika 
dalam rangka pengembangan komputerisasi khusunya di Bidang 
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Sumber: Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 
Jawa Barat 
 







Drs. H. DEDE SAEFUL 
UYUN M.Ag. 
NIP: 196306151992031004 
Kepala Seksi Pendidikan 
dan Tenaga Kependidikan 




H.  WAWA WAHYUDIN 
S.I.P. 
NIP: 195803041978031001 Pengadministrasi pada 
Seksi Kelembagaan dan 

















LETI SITI MARYATI 
NIP: 196207071985032003 
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Dari tabel diatas masih terbatasnya SDM yang berbasis pendidikan 
teknik atau manajemen informatika (IT) guna mengembangkan sistem 
komputerisasi terutama di Bidang Pendidikan Madrasah. 
2. Belum optimalnya hasil pekerjaan pegawai dalam menyelesaikan tugas-
tugasnya. Terlihat dari hasil penilaian belum memenuhi target, seperti 
pada tabel di bawah ini. 
 
Tabel 1.2 
Deskripsi Umum Sarana Prasarana yang Berdampak pada 
Kinerja Pegawai di Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat 
No. Kondisi yang Ada Permasalahan 
1. Ruangan arsip tidak berfungsi. Tugas mengenai hal persuratan 
menjadi tidak maksimal. 
2. Menyimpan arsip di dalam gudang, bukan di 
dalam ruang arsip. 
Pelayanan menjadi terhambat 
dan tidak maksimal. 
3. Kurangnya fentilasi udara. Mengganggu kesehatan pegawai. 
4. Menumpuknya berkas di atas meja pegawai. Membuat pegawai menjadi tidak 
nyaman dalam bekerja. 
5. Pendingin ruangan tidak berfungsi Lingkungan kerja menjadi tidak 
nyaman sehingga kinerja 
pegawai tidak maksimal. 
6. Penempatan furnitur yang tidak sesuai. Pegawai merasa tidak nyaman 
bekerja. 
7. Penyusunan meja tidak teratur. Kenyaman pegawai dalam 
bekerja menjadi terganggu. 
8. Tidak tersedianya mesin fotocopy. Pekerjaan bisa menjadi 
terhambat. 
9. Tidak berfungsinya telepon kantor. Kurangnya informasi baik antar 
pegawai maupun dengan atasan. 
Sumber: Hasil Observasi Peneliti di Bidang Pendidikan Madrasah 








Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat dari kondsi sarana 
prasarana yang ada di Bidang Pendidikan Madrasah akan berdampak pada 
kenyamanan pegawai dalam bekerja, sehingga mengganggu terhadap 
produktivitas kerja. 
3. Dalam prestasi kerja masih belum memperhatikan beban atau jam 
kerja yang ada. Misalnya perhitungan data jam kerja yang 
seharusnya pada Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: 
Tabel 1.3 
Data Jam Kerja 
Hari kerja 
Senin-jum’at 
Jam kerja formal Jam kerja efektif 
Jam kerja pagi 
Jam istirahat 











1 jam 30 menit 
2 jam 30 menit 
Sumber: Bagian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Barat (Data hasil pengolahan) 
Namun pada kenyataannya, hal ini tidak dijadikan suatu acuan 
yang berarti seperti banyaknya pegawai yang sudah pulang sebelum 
waktunya pulang dan tidak ada di tempat saat jam kerja berlangsung, 
tentunya ini belum memenuhi syarat kinerja yang baik. 
4. Renggangnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala Bidang 
Pendidikan Madrasah, sehingga kinerja yang dilakukan kurang 
optimal seperti dilihat pada tabel daftar kehadiran Bidang 
Pendidikan Madrasah dilihat dari 3 bulan terakhir selama bulan 






Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Bidang Pendidikan 
Madrasah Bulan Mei 
REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI 








SAKIT IZIN CUTI 
TANPA 
KET 












13 0 0 0 0 5 
5 
Drs.H Dede  Saeful 
Uyun, M.Ag 
10 0 0 0 0 8 
6 
H. Dede Kusnadi, 
S.Ag,M.M.Pd 
9 0 0 0 0 9 
7 T o n i 7 0 0 0 0 11 
8 Abdul Hamid, S.Pd.I 6 0 0 0 0 12 
9 Fifina Apriliya, S.Ag 5 0 0 0 0 13 
10 Agus Solehudin, S.Ag 8 0 0 0 0 10 
11 
DR. H.Acep Nurlaeli, 
S.Ag.,M.Ag 
10 0 0 0 0 8 
12 Tedi Targuna, S.Ag 10 0 0 0 0 8 
13 Umi Kulsum, S.Ag 6 3 0 0 0 9 
14 Rohman 7 0 0 0 0 11 
15 Hj. Siti Daswati, S.HI 6 0 0 0 0 12 
16 Nanang Jauhari,S.Ag 7 0 0 0 0 11 
17 H. Dedi Suardi, S.Ag 5 0 0 0 0 13 




7 0 0 0 0 11 
20 Leti Siti Maryati 5 0 0 0 0 13 












3 0 0 10 0 5 
25 Atep Saepudin 7 0 0 0 0 11 
26 Aria Wira Shandi 12 0 0 0 0 6 




14 0 0 0 0 4 





30 Ade Ruhiyat, S.Sos 7 0 0 0 0 11 
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Wilayah 





Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Bidang Pendidikan 
Madrasah Bulan Juni 
REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI 










SAKIT IZIN CUTI 
TANPA 
KET 












17 0 0 0 0 4 
5 
Drs.H Dede  Saeful 
Uyun, M.Ag 
2 0 0 0 0 19 
6 
H. Dede Kusnadi, 
S.Ag,M.M.Pd 
0 0 0 0 0 21 
7 T o n i 11 0 0 0 0 10 
8 Abdul Hamid, S.Pd.I 14 0 0 0 0 7 
9 Fifina Apriliya, S.Ag 2 0 0 0 0 19 
10 Agus Solehudin, S.Ag 6 0 0 0 0 15 
11 
DR. H.Acep Nurlaeli, 
S.Ag.,M.Ag 
9 0 0 0 0 12 
12 Tedi Targuna, S.Ag 9 0 0 0 0 12 
13 Umi Kulsum, S.Ag 10 0 0 0 0 11 
14 Rohman 10 0 0 0 0 11 
15 Hj. Siti Daswati, S.HI 0 0 0 0 0 21 
16 Nanang Jauhari,S.Ag 0 0 0 0 0 21 
17 H. Dedi Suardi, S.Ag 4 0 0 0 0 17 




8 0 0 0 0 13 
20 Leti Siti Maryati 8 0 0 0 0 13 












8 0 0 0 0 13 
25 Atep Saepudin 2 0 0 0 0 19 








0 0 0 0 0 21 
29 Edi Kusnadi 2 0 0 0 0 19 
30 Ade Ruhiyat, S.Sos 15 0 0 0 0 6 
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Wilayah 





Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Bidang Pendidikan 
Madrasah Bulan Juli 
REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI 










SAKIT IZIN CUTI 
TANPA 
KET 












11 0 0 0 0 7 
5 
Drs.H Dede  Saeful 
Uyun, M.Ag 
5 0 0 0 0 13 
6 
H. Dede Kusnadi, 
S.Ag,M.M.Pd 
6 0 0 0 0 12 
7 T o n i 11 0 0 0 0 7 
8 Abdul Hamid, S.Pd.I 7 0 0 0 0 11 
9 Fifina Apriliya, S.Ag 9 0 0 0 0 9 
10 Agus Solehudin, S.Ag 8 0 0 0 0 10 
11 
DR. H.Acep Nurlaeli, 
S.Ag.,M.Ag 
5 0 0 0 0 13 
12 Tedi Targuna, S.Ag 16 0 0 0 0 2 
13 Umi Kulsum, S.Ag 14 0 0 0 0 4 
14 Rohman 8 0 0 0 0 10 
15 Hj. Siti Daswati, S.HI 4 0 0 0 0 14 
16 Nanang Jauhari,S.Ag 6 0 0 0 0 12 
17 H. Dedi Suardi, S.Ag 9 0 0 0 0 9 




5 0 0 0 0 13 
20 Leti Siti Maryati 6 0 0 0 0 12 
















9 0 0 0 0 9 
25 Atep Saepudin 8 0 0 0 0 10 
26 Aria Wira Shandi 6 0 0 0 0 12 




2 0 0 5 0 11 
29 Edi Kusnadi 9 0 0 0 0 9 
30 Ade Ruhiyat, S.Sos 9 0 0 0 0 9 
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat 2014 
Hasil dari rekapitulasi daftar kehadiran dapat dilihat dari 3 bulan 
terakhir bahwa ketua bidang pendidikan madrasah banyak tidak hadir 
melainkan ada dinas luar yang mengakibatkan renggangnya pengawasan 
terhadap bawahannya sehingga pengawasan tidak optimal. 
Berdasarkan fenomena yang dijadikan fakta dan data yang 
diperoleh penulis, pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa 
Barat, maka penulis termotivasi untuk meneliti lebih jauh tentang : 
“PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI  
PADA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH DI KANTOR 
WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, agar proses 
penelitian terorientasi dengan jelas, penulis membatasi permasalahan-
permasalahan menjadi sebagai berikut : 
1. Terbatasnya pegawai yang berbasis pendidikan teknik informatika 





2. Belum optimalnya pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya terlihat 
dari lingukungan kerja yang kurang nyaman. 
3. Masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan dan pegawai 
seringkali menangguhkan pekerjaan padahal bisa selesai hari itu juga. 
4. Kurang optimalnya pengawasan ketua Bidang Pendidikan Madrasah 
terhadap bawahannya karena seringkali tidak ada di kantor 
dikarenakan ada dinas luar. 
 
C. Rumusan Masalah 
Permasalahan merupakan bagian dari suatu kegiatan yang berupa 
pertanyaan yang nantinya diperoleh jawaban setelah penelitian selesai 
dilaksanakan, yaitu pada kesimpulan.4  
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 
dijelaskan, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Seberapa besar pengaruh pengawasan langsung terhadap kinerja 
pegawai di Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat pada Bidang 
Pendidikan Madrasah ? 
2. Seberapa besar pengaruh pengawasan tidak langsung terhadap kinerja 
pegawai di Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat pada Bidang 
Pendidikan Madrasah? 
                                                          
4Suharsimi, Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktek.(Jakarta: Rineka 





3. Seberapa besar pengaruh pengawasan langsung dan pengawasan tidak 
langsung secara simultan terhadap kinerja pegawai di Kementrian 
Agama Provinsi Jawa Barat pada Bidang Pendidikan Madrasah? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari dilaksanakannya 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui besaran pengaruh pengawasan langsung terhadap 
kinerja pegawai pada Bidang Pendidikan Madrasah di Kementrian 
Agama Provinsi Jawa Barat. 
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh pengawasan tidak langsung 
terhadap kinerja pegawai pada Bidang Pendidikan Madrasah di 
Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat. 
3. Untuk mengetahui besaran pengaruh pengawasan langsung dan 
pengawasan tidak langsung secara simultan terhadap kinerja pegawai 











E. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
Pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis 
dalam rangka memberikan konstribusi pemikiran dari segi efek keilmuan 
dan secara akademik dalam pengembangan konsep-konsep serta teori-
teori Pengawasan dan Kinerja serta mencari fakta yang jelas di setiap 
lembaga intansi pemerintahan indonesia tentunya pada Bidang 
Pendidikan Madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Barat 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Bidang Pendidikan Madrasah di Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Barat 
Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi 
salah satu ide kedepan bagi pemerintah khususnya bagi Bidang 
Pendidikan Madrasah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Barat guna memperbaiki dan mengembangkan sistem pemerintahan 
dari segi pelayanan kepada masyarakat.  
b. Bagi Umum 
Penelitian ini diharapkan merupakan perbandingan bagi peneliti 






c. Bagi Peneliti 
Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari oleh 
peneliti dalam setiap perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 
 
F. Kerangka Pemikiran 
Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar 
menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka 
pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi 
objek permasalahan5. Di dalam penelitian ini membahas tentang kinerja 
pegawai yang melaksanakan tugas dengan baik, guna untuk kelangsungan 
hidup organisasi di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa 
Barat pada Bidang Pendidikan Madrasah.  
Sebuah organisasi yang ingin berkembang dengan pesat harus 
memiliki kinerja yang baik. Pegawai yang memiliki kinerja yang 
tinggi,cenderung siap menghadapi tantangan, kreatif, inovatif, memiliki 
tanggung jawab, tidak mudah putus asa serta selalu membutuhkan 
motivasi dan mengembangkan keahlian dalam rangka menyesuaikan diri 
agar terus mengalami perubahan yang lebih baik dalam karirnya yang 
berdampak positif bagi suatu organisasi. Pada Kantor Wilayah Kementrian 
Agama Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya terdapat pekerjaan yang 
dilakukan para pegawai berkaitan antara proses komunikasi dengan kinerja 
                                                          
5 Suriasumantri, 1986 dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan 




pegawai yang menghasilkan pengawasan yang efektif dan efisien. 
Sehingga nantinya akan menghasilkan kinerja pegawai yang baik. Kinerja 
organisasi tersebut dipengaruhi oleh kinerja pegawainya, sehingga apabila 
kinerja pegawai kurang baik maka akan berdampak pada penurunan 
kinerja organisasi. 
Berikut ini beberapa definisi pengawasan menurut para ahli, teori 
utama yang penulis ambil yaitu menurut Menurut Siagian, bahwa 
pengawasan adalah memantau segala aktivitas pekerjaan karyawan 
untuk menjaga perusahaan agar berjalan kearah pencapaian tujuan dan 
membuat koreksi jika di perlukan. 
Adapun menurut Guntur bahwa pengawasan adalah sebagai 
keseluruhan kegiatan membandingkan, mengukur apa yang sedang atau 
sudah dilaksanakan dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya 
dengan kriteria, norma dan standar.6   
Sedangkan menurut Hasley pengawasan ialah memilih orang yang 
tepat untuk tiap pekerjaan, menimbulkan minat pada pekerjaannya pada 
tiap-tiap orang dan mengajarkan bagaimana ia harus melakukan 
pekerjaannya, mengukur dan menilai hasil kerjaannya untuk mendapat 
keyakinan apakah pelajaran itu telah di pahami dengan wajar, mengadakan 
koreksi-koreksi bilamana perlu dan memindahkan orang kepada pekerjaan 
yang lebih sesuai atau memberhentikan mereka yang ternyata tidak dapat 
bekerja dengan baik, memuji bilamana ia selayaknya mendapat pujian dan 
                                                          
6 Guntur, Muhammad,,dkk , Pengantar ilmu administrasi manajemen (Makasar: FEIS 





memberi penghargaan atas hasil kerja yang baik, dan akhirnya 
menyelaraskan setiap orang kepada suasana kerja sama yang erat dengan 
teman sekerjanya semua itu dilakukan secara adil, sabar dan tenggang-
menenggang. Sehingga setiap orang dapat mengerjakan pekerjaanya 
secara mahir, teliti, bersemangat dan sempurna.7  
Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas, disimpulkan bahwa 
pengawasan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 
pelaksana kegiatan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang 
sesuai tujuan atau sasaran dari pengawasan itu sendiri. 
Siagian juga membagi pengawasan kedalam dua teknik, yaitu:  
1. Pengawasan langsung; 
2. Pengawasan tidak langsung.8 
Berdasarkan kedua teknik tersebut dirumuskan dua faktor yang 
merupakan syarat utama keberhasilan proses pengawasan, yakni 
pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dua faktor tersebut 
menjadi kriteria penting dalam pengawasan. Apabila dua faktor tersebut 
dapat diaplikasikan secara optimal maka pengawasan dapat berjalan 




                                                          
7 Hasley. D, George, Bagaimana memimpin dan mengawasi pegawai anda (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2003), hal. 8 
8Siagian P. Sondang , Kiat meningkatkan produktivitas kerja (Jakarta: Rineka Cipta, 





Indikator Pengukuran Pengawasan 
Apabila pengawasan diimplementasikan dengan optimal maka 
kualitas pengawasan akan optimal juga sesuai dengan tujuan  yang telah 
diformulasikan sebelumnya. Peningkatan pengawasan perlu dilakukan di 
Kantor wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat agar lebih baik 
lagi. 
Adapun untuk pengertian dari kinerja, pertama penulis 
mengemukakan menurut Moenir kinerja adalah sebagai Hasil kerja 
seseorang pada kesatuan waktu atau ukuran tertentu.9 Dan berdasarkan 
pendapat Vroom dalam Luthans tentang kinerja merupakan tingkat sejauh 
mana keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut 
level performance. Biasanya orangyang level   performance-nya tinggi 
disebut sebagai orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang level-nya 
tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau ber-
performance rendah”.10  
Sedangkan dalam teori kinerja penulis menggunankan teori John 
Miner yang dikutip oleh sudarmanto (2009), mengemukakan 4 dimensi 
yang di jadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja, yaitu : 
                                                          
9 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.  
10 Vroom dalam Luthans (2006: 279) 
Indikator Ruang Lingkup 
Pengawasan langsung 
a. Inspeksi langsung, 
b. On the spot observation, dan 
c. On the spot report. 
Pengawasan tidak langsung 






1. Kualitas, yaitu; tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan; 
2. Kuantitas, yaitu; jumlah pekerjaan yang dihasilkan; 
3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu; tingkat ketidak hadiran, 
keterlambatan, waktu kerja efektif/ jam kerja hilang; 
4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja11. 
Apabila pengawasan dapat dilakukan dengan optimal maka kinerja 
juga akan optimal sesuai dengan rencana yang telah di rencanakan 
sebelumnya. Peningkatan kinerja pegawai mutlak perlu dilakukan pada 
Bidang Pendidikan Madrasan di Kantor Wilayah Kementrian Agama 
Provinsi Jawa Barat. 
Berikut ini alur kerangka pemikiran pada penelitian Pengaruh 
Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bidang Pendidikan 
Madrasah Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat. Dapat 









                                                          
11 Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, (Yogyakarta: Pustaka 











Gambar 1.1 : Gambar Kerangka Pemikiran 
 
Sumber : 
1. Sondang P. Siagian. 2014, Filsafat Administrasi, Jakarta. PT Bumi 
Aksara. Hlm 15. 
2. Sudarmanto. 2009, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, 














1. Pengawasan langsung 
2. Pengawasan tidak 
langsung 
 


















Variabel Hasil Kesimpulan 
























































    3.  dipengaruhi 
oleh variabel 

























































1. analisis Rank 
Spearman, s 





















= 0,05 maka 
ttabel 2,201. 
sehingga thitung 




2. Hasil koefisien 
determinasi 
(KD) = (R²) x 
100%. KD = 













































































































Hal ini dapat 














































































































Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 
dalam bentuk format pertanyaan.12 Berdasarkan kerangka pemikiran yang 
telah dijelaskan, peneliti mengajukan hipoteseis sebagai berikut : 
1. Ho = Tidak terdapat pengaruh Pengawasan Langsung terhadap kinerja 
pegawai di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat 
pada Bidang Pendidikan Madrasah. 
Ha = Terdapat pengaruh Pengawasan Langsung terhadap kinerja 
pegawai di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat 
pada Bidang Pendidikan Madrasah. 
2. Ho= Tidak terdapat pengaruh Pengawasan Tidak Langsung terhadap 
kinerja pegawai pada di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 
Jawa Barat Bidang Pendidikan Madrasah. 
                                                          




Ha = Terdapat pengaruh Pengawasan Tidak Langsung terhadap kinerja 
pegawai di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat 
pada Bidang Pendidikan Madrasah. 
3. Ho = Tidak terdapat pengaruh pengawasan Langsung dan Tidak 
Langsung secara simultan terhadap kinerja pegawai di Kantor Wilayah 
Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat pada Bidang Pendidikan 
Madrasah. 
Ha = Terdapat pengaruh pengawasan Langsung dan Tidak Langsung 
secara simultan terhadap kinerja pegawai di Kantor Wilayah 
Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat pada Bidang Pendidikan 
Madrasah. 
 
 
